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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf  Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 





 Ba b Be ة
 Ta t Te د
 (ṡa ṡ es (dengan titik di atas س
 Jim j Je ج
 (ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 Kha Kh ka dan ha ر
 Dal d De د
 (Żal ż zet (dengan titik di atas ر
 Ra r Er س
 Zai z Zet ص
 Sin s Es ط
 Syin sy es dan ye ػ
 (ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 
bawah) 
 ain „ apostrof terbalik„ ع
 Gain g Ge ؽ
 Fa f Ef ف
 Qaf q Qi م
 Kaf k Ka ى
ٍ Lam l El 
ّ Mim m Em 
ٕ Nun n En 
ٝ Wau w We 
ٙ Ha h Ha 
 Hamzah ʼ Apostrof ء
ٟ Ya y Ye 
x 
 
  Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi  
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah a A ا ِ
 Kasrah i I اِِ
 ḍammah u U ا ِ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah dan yā’ ai a dan i ٸِ 
 fatḥah dan wau au a dan u ٷ
Contoh: 
٤ْقِ   ً   : kaifa 
 ٍِ ْٞ  ٛ  : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
xi 
 
Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 
 ِٟ  ...  ا ِ | ...  
fatḥah dan alif 
atau yā‟ 
Ā a dan garis di atas 
ِِٟ  kasrah dan yā’ Ī i dan garis di atas 
 ِٝ  
dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 māta :  ٓبدِ 
٠ ٓ  ramā :  س 
 َِ  qīla :    ه٤ِْ
دِ  ْٞ ٔ ٣ : yamūtu 
4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’  
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
خ ض  ْٝ ٍِِألاؙِس  ِْطل ب  ِ  ِ: rauḍah al-aṭfāl 
ُْلبِضِ خ ِا ِذ٣ِْ٘ خِ   ٔ  al-madīnah al-fāḍilah :ِ ِ اُ 




5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabِ dilambangkan 
dengan sebuahِ tanda tasydīd ( ِ ِّ  ), dalamِ transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonanِganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ث ٘ب ِ  rabbanā :   س 
٤ْ٘ب ِ  najjainā : ٗ ج 
نِ   al-ḥaqq : اُ ذ 
 ِْ  nu“ima :   ٗؼُّ
 ِٝ ذ   aduwwun‘ :  ػ 
Jika huruf ٟ ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  ِٟ ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
 ِ٠ِِ  (Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly‘ :    ػ 
ث٠ِ  ش   (Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby‘ : ػ 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٍا 
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 




ظِ  ْٔ  (al-syamsu (bukan asy-syamsu :   اُ ش 
ُخ ُض   (al-zalzalah (bukan az-zalzalah :   اُ ض 
ل خ ِْغ   al-falsafah :   اُ ل 
 al-bilādu :  اُ جِذِ     
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 ِٕ ْٝ ش  ْٓ  ta’murūna : رأ
عِ  ْٞ  „al-nau :    اُ ٘ 
٢ْءِ شِ      : syai’un 
ِِٓ ْشدِ أ    : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 




Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ِللاِِ  ٖ  billāh ثبّلِلِِ dīnullāh ِد٣
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-
Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
ِخِللاِِ  ٔ ِك٢ِِْسد ْ  ٛ hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
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referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥāmid Abū) 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 
saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
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a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
I.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imran/3: 4 






















Nama : Ummu Awaliah 
NIM : 10200117133 
Judul Skripsi : Konfigurasi Politik dan Produk Hukum di Indonesia 
Ditinjau Dari Segi Hukum Tata Negara Islam 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana konfigurasi politik dan 
produk hukum di Indonesia ditinjau dari segi hukum tata negara Islam? Pokok 
masalah tersebut dibagi dalam 2 sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) 
Bagaimana konfigurasi politik dan produk hukum saat ini di Indonesia?, 2) 
Bagaimana konfigurasi politik dan produk hukum di Indonesia ditinjau dari segi 
Hukum Tata Negara Islam? 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, atau yang 
sering dikenal dengan penelitian kepustakaan (Library Research). Sumber data 
penelitian ini yaitu terdiri dari bahan primer yang diperoleh dari al-Qur‟an, Hadits 
atau sumber hukum Islam lainnya dan bahan sekunder yang didapatkan dari buku, 
jurnal, berita-berita, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan melalui kepustakaan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan 
mengkaji menggunakan 3 tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Indonesia saat ini 
menggunakan konfigurasi politik demokratis dan produk hukum responsif, 
dimana masyarakat diberikan ruang untuk berekspresi serta berperan aktif dalam 
menentukan kebijakan-kebijakan di Pemerintahan. 2) Hukum Tata Negara Islam 
menilai bahwa konfigurasi politik dan produk hukum di Indonesia sudah sesuai 
dengan apa yang terdapat di dalam Hukum Tata Negara Islam, ini dikarenakan 
konfigurasi politik demokratis dan produk hukum yang digunakan di Indonesia 
mempunyai visi yang sama yakni menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat 
umum. 
Implikasi penelitiannya yaitu: 1) Pemegang tampuk kekuasaan yang dalam 
hal ini Presiden selaku orang no. 1 (satu) di Indonesia diharapkan untuk 
memberikan ketegasan dan menegakkan segala produk hukum atau aturan 
perundang-undangan dengan tidak membeda-bedakan antara satu golongan 
dengan golongan yang lain. 2) Dewan Perwakilan Rakyat selaku perwakilan dari 
suara rakyat diharuskan untuk mendengarkan seluruh masukan, kritikan atau 
keluh kesah dari rakyat Indonesia. 3) Rakyat diharapkan untuk tidak hanya 
memberikan sebuah kritikan, melainkan dibutuhkan juga sebuah saran. Dan 







A. Latar Belakang Masalah 
Politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan 
mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan 
(power struggle) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh 
masyarakat.
1
 Dalam dunia perpolitikan peran turut serta masyarakat sangat 
penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Pemerintah sebagai pemegang 
kekuasaan memerlukan arahan ataupun  partisipasi dari masyarakat sehingga 
tidak berjalan dengan sendiri. 
Pada dasarnya konsep sistem politik dipakai untuk keperluan analisa, di mana 
suatu sistem bersifat abstrak pula. Dalam konteks ini sistem politik dapat 
diterapkan pada suatu situasi yang konkret, misalnya negara, atau kesatuan yang 
lebih kecil, seperti kota, atau suku bangsa, atauapun kesatuan yang lebih besar 
seperti di bidang internasional, di mana sistem politik terdiri dari beberapa negara. 
Konsep sistem politik dalam penerapan pada situasi yang konkret seperti 
negara, mencoba mendasarkan studi tentang gejala-gejala politik dalam konteks 
tingkah laku di masyarakat. Tingkah laku politik dianggap sebagai sebagian dari 
keseluruhan tingkah laku sosial. Menurut pemikiran ini masyarakat merupakan 
suatu sistem sosial yang pada hakikatnya terdiri atas bermacam-macam proses. Di 
antara bermacam-macam proses ini dapat dilihat gejala-gejala politik sebagai 
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suatu kumpulan proses tersendiri yang berbeda dengan proses-proses lainnya. 
Inilah yang dinamakan sistem politik. 
Sistem politik ini hanya merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem 
yang terdapat dalam suatu masyarakat, seperti misalnya sistem ekonomi, sistem 
teknik, sistem komunikasi, dan sebagainya. Oleh karena semua sistem ini berada 
dalam masyarakat, atau sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, sistem 
teknik, sistem komunikasi, dan sebagainya dinamakan sub-sistem, yaitu sub-
sistem ekonomi, sub-sistem politik, dan sebagainya. 
Setiap sistem masing-masing mempunyai fungsi tertentu yang dimaksudkan 
untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari masyarakat tersebut. 
Sistem-sitem ini merupakan lingkungan (environment) dari sistem politik. Sistem-
sistem mempengaruhi jalannnya sistem politik serta pelaku-pelaku politik. 
Dalam konsep sistem politik ini kita temukan istilah-istilah seperti proses, 
struktur, dan fungsi. Proses adalah pola-pola (sosial dan politik) yang dibuat oleh 
manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Pola-pola ini ada yang 
jelas kelihatan, ada pula yang kurang jelas. Dalam suatu negara, lembaga-lembaga 
seperti parlemen, partai, birokrasi, sekalipun sudah mempunyai kehidupan sendiri, 
sebenarnya tak lain dari proses-proses yang pola-pola ulangannya sudah mantap. 
Mereka mencerminkan struktur tingkah laku (structure of behavior). Struktur 
mencakup lembaga-lembaga formal seperti parlemen, kelompok kepentingan, 
kepala negara, jaringan komunikasi, dan lain sebagainya. 
Seperti telah diterangkan di atas, sistem politik menyelenggarakan fungsi-





keputusan-keputusan kebijaksanaan (policy decisions) yang mengikat mengenai 
alokasi dari nilai-nilai (baik yang bersifat materiil maupun non-materiil). 
Keputusan-keputusan kebijaksanaan ini diarahkan kepada tercapainya tujuan-
tujuan masyarakat. Sistem politik menghasilkan output yaitu keputusan-keputusan 
kebijaksanaan yang mengikat. Dengan kata lain: melalui sistem politik tujuan 




Duduk di kursi pemerintahan mengharuskan seorang penguasa untuk tidak 
bisa bertindak semena-mena terutama dalam hal pembuatan peraturan perundang-
undangan. Seorang penguasa harus bisa memutuskan atau membuat sebuah aturan 
yang memberikan rasa keadilan di dalam masyarakatnya. Ini sesuai dengan firman 
Allah swt. yang terdapat dalam QS. al-Nisa‟/4:58, yaitu: 
ٞاِْ  ٔ  ٌ ِر ۡذ ِٱَُ٘بِطِإٔ   ٖ ِث ٤ۡ زْ  ۡٔ  ٌ اِد  إِر   ٝ ِِٜ بِ ۡٛ ِأ  ٰٓ ِذِإُِ ٠َٰ َٰ ٘ َٰ ٓ ِٱۡأل  ْٝا دُّ ِر ؤ  ِإٔ  ْۡ  ً ش   ٓ ٣ِ ۡأ ِٱّلَل  َٕ إِ
بِث ِص٤ٗشاِِ ٤ؼ َۢ ِٔ ِع   ٕ ب  ً ِٱّلَلِ  َٕ ِإِ ٓۦٰۗٓ ِٚ ِْثِ  ٌ ب٣ِ ِؼظ  َٔ ِِٗؼ ِٱّلَلِ  َٕ ِإِ ٍِِۚ ۡذ ؼ 
ُۡ  ثِٱ
Terjemahnya: 
Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimahnya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 
hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 




Di dalam tatanan hidup bermasyarakat sering terjadi yang namanya Conflik of 
Interest. Oleh sebab itu, di dalam masyarakat diperlukan sesuatu yang dapat 
mengatur kepentingan antar individu sehingga tidak terjadi konflik dengan 
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kepentingan individu yang lain, yang kita sebut dengan hukum. Hukum berada di 
masyarakat karena masyarakat memerlukan suatu peraturan yang dapat mengatur 
tata tertib kehidupan dalam masyarakat. Bahkan sering kita dengar istilah ubi 
societas ibi ius yang menunjukkan bahwa jika terdapat masyarakat maka disitu 
pasti terdapat hukum untuk mengatur kehidupan dan hubungan diantara mereka.
4
 
Kehadiran hukum di dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat 
dimaksudkan sebagai alat untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan 
juga dijadikan sebagai alat yang mampu mengubah daya pikir dan pola perilaku 
warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin 
maju, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh 
karena itu, pembuatan hukum seyogianya mampu mengeliminasi setiap konflik 
yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat. Perubahan masyarakat yang 
sangat pesat dalam setiap aspek kehidupannya, membawa dampak terhadap 
keberadaan dan berlakunya hukum. Dampak tersebut dapat berakibat pada 
berbagai kemungkinan dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang hendak 
ingin dicapai. Kemungkinan tersebut antara lain, kiprah hukum dalam masyarakat 
yang dapat menciptakan masalah baru, atau hukum justru bertentangan dengan 
nilai-nilai hukum dan sosial yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. 
Meskipun dalam pembentukannya hukum dihadapkan pada dilema tentang 
kemungkinan adanya nilai-nilai yang harus dikesampingkan, tetapi hendaknya 
hukum dioperasikan sesuai dengan tujuannya. Inti kepercayaan warga masyarakat 
pada hukum, adalah tercapainya tujuan-tujuan hukum secara maksimal. Oleh 
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karena itu, pelaksanaan hukum hendaknya memberikan kepuasan kepada 
masyarakat tentang harapan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.
5
 
Pencapaian tujuan hukum tidak hanya sampai pada suatu proses pengharapan 
tetapi juga harus bisa dibuktikan atau dirasakan langsung oleh masyarakat. 
Politik dan hukum atau politik hukum memiliki pengertian atau definisi yang 
beragam. Tetapi dengan meyakini adanya persamaan substansif antarberbagi 
pengertian yang ada, studi ini mengambil pengertian bahwa politik hukum adalah 
legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah 
Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan 
pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai 
dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk 
penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian 
tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan 




Konsepsi politik hukum tersebut menjadi penting didudukan sebagai kerangka 
(frame) dalam melihat arah kebijakan negara terhadap pengaturan penghayat 
kepercayaan dalam konteks negara hukum di Indonesia. Apa dan bagaimana 
upaya negara dalam memberikan pengaturan serta memberikan perlindungan 
terhadap penghayat kepercayaan sebagai bagian dari indeks kewarganegaraan di 
Indonesia. Berdasarkan perspektif politik hukum itulah, bagian ini berusaha 
membentangkan garis kebijakan negara dalam hal penghayat kepercayaan yang 
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telah dimanifestasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dari 
bentangan tersebut, dapat dilihat adakah penyimpangan. Jikalaupun ada sejauh 
mana penyimpangan tersebut telah terjadi.
7
 
Pertanyaan yang paling mendasar bagi seluruh khalayak adalah “akankah 
Hukum akan berdiri sendiri, tanpa campur tangan dari pihak manapun.?”. 
pertanyaan tersebut akhirnya dipilih karena adanya gejala yang kuat bahwa 
otonomi hukum di Indonesia cenderung selalu lemah terutama jika ia berhadapan 
dengan subsistem politik. Tegasnya, konsentrasi energi hukum selalu kalah dari 
konsentrasi energi politik . 
Gejala ini dapat dilihat dari fakta bahwa sepanjang sejarah Indonesia. 
Pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum tidaklah berjalan seiring dengan 
perkembangan strukturnya. Jika program kodifikasi dan unifikasi hukum 
dijadikan ukuran, maka pembangunan struktur hukum telah berjalan dengan 
cukup baik dan stabil karena dari waktu ke waktu ada peningkatan produktivitas. 
Disisi lain dapat dilihat juga bahwa fungsi hukum cenderung merosot. Hingga 
lahirlah asumsi dasar bahwa hukum merupakan produk politik, yang karakternya 
akan sangat ditentukan oleh kekuatan atau konfigurasi politik yang 
melahirkannya. Asumsi ini dipilih berdasarkan realitas bahwa setiap produk 
hukum yang diputuskan merupakan produk politik sehingga hukum dapat dilihat 
sebagai hasil kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi antar 
kalangan politisi. 
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Meskipun dari sudut “das sollen” ada pandangan bahwa politik harus tunduk 
pada ketentuan hukum, namun ini lebih melihat dari sudut “das sein” atau 
pengalaman bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh 
konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. 
Kasus di Indonesia, terjadi juga fenomena menonjolnya fungsi instrumental 
hukum sebagai sarana kekuasaan politik dominan yang lebih terasa bila 
dibandingkan dengan funsi-fungsi lainnya. Bahkan fenomena itu dapat dilihat dari 
pertumbuhan pranata hukum, nilai, dan prosedur, perundang-undangan dan 
birokrasi penegak hukum yang bukan hanya mencerminkan hukum sebagai 
kondisi dan proses pembangunan melainkan juga menjadi penopang Tangguh 
struktur politik, ekonomi, dan sosial. 
Dalam logika seperti itu, hukum diberi fungsi utama sebagai instrument 
program pembangunan karena hukum sebenarnya tujuan. Dengan demikian dapat 
dipahami jika terjadi kecenderungan bahwa hukum dibuat dalam rangka 
memfasilitasi dan mendukung politik. Akibatnya, segala peraturan dan produk 
hukum yang dinilai tidak dapat mewujudkan stabilitas politik dan pertumbuhan 
ekonomi, harus diubah atau dihapuskan. 
Demikian juga, sebagai produk politik, hukum dijadikan alat justifikasi bagi 
visi politik kekuasaan. Dalam kenyataannya, kegiatan legislatif (pembuatan 





ketimbang menjalankan pekerjaan-pekerjaan hukum yang sesungguhnya sehingga 
Lembaga legislative lebih dekat dengan politik daripada dengan hukum.
8
. 
Islam sebagai agama yang paling banyak dipeluk di Indonesia dan menjadikan 
Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Ajaran Islam memiliki 
berbagai banyak ilmu yang terkandung di dalam kitab sucinya, terutama ilmu 
tentang Hukum Tata Negara Islam yang membahas tentang sistem pemerintahan 
atau kepemimpinan dalam sebuah negara, peraturan perundang-undangan, hak 
dan kewajiban setiap warga negara atau masyarakat, dan lain sebagainya. 
Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik meneliti terkait seperti apa 
pandangan Hukum Tata Negara Islam melihat konfigurasi atau bentuk 
perpolitikan dan produk hukum  yang ada di Indonesia dan apakah konfigurasi 
politik dan produk hukum yang telah dibuat sudah sesuai atau tidak dengan ajaran 
Islam yang dalam hal ini Hukum Tata Negara Islam. 
Oleh karenanya itu peneliti mengangkat sebuah judul “Konfigurasi Politik 
dan Produk Hukum di Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum Tata Negara 
Islam”. 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas, maka yang 
menjadi pokok permasalahan yaitu “Bagaimana Konfigurasi Politik dan Produk 
Hukum di Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum Tata Negara Islam”. Berdasarkan 
pokok masalah tersebut, maka peneliti merumuskan 2 sub masalah yaitu sebagai 
berikut: 
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1. Bagaimana Konfigurasi Politik dan Produk Hukum saat ini di Indonesia? 
2. Bagaimana Konfigurasi Politik dan Produk Hukum di Indonesia Ditinjau 
dari Segi Hukum Tata Negara Islam? 
C.  Pengertian Judul 
Untuk memperoleh penjelasan atau maksud dari judul dalam penelitian ini, 
maka peneliti akan memberikan pengertian sebagai berikut: 
1. Konfigurasi Politik adalah bentuk ataupun wujud yang memberikan 
gambaran tentang politik yang terbagi menjadi 2 yaitu konfigurasi politik 
demokratis dan otoriter di sebuah negara. Dalam variabel ini yang 
dimaksud oleh peneliti yaitu melihat konfigurasi politik apa yang 
digunakan oleh Indonesia dalam sistem perpolitikan. 
2. Produk Hukum adalah hasil dari sebuah keputusan yang dituangkan ke 
dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat atau disahkan oleh 
pemerintah atau pejabat yang berwenang. Dalam variabel ini yang 
dimaksud oleh peneliti yakni akan melihat peraturan perundang-undangan 
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang apakah sudah sesuai dengan apa 
yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia atau tidak. 
3. Hukum Tata Negara Islam adalah salah satu hukum yang ada di dalam 
Islam, yang terfokus mempelajari tentang aturan-aturan pemerintahan 
dalam sebuah negara. Dalam variabel ini peneliti akan melihat dari sudut 
pandang Islam yang dalam hal ini Hukum Tata Negara Islam terkait 






D.  Kajian Pustaka 
Skripsi ini berjudul “Konfigurasi Politik dan Produk Hukum di Indonesia 
Ditinjau dari Segi Hukum Tata Negara Islam”. Dari hasil penelusuran yang 
dilakukan oleh peneliti, maka ditemukan beberapa literatur atau sumber yang 
dapat dijadikan sebagai acuan dalam skripsi ini, di antaranya adalah sebagai 
berikut: 
1. Moh. Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum di 
Indonesia, 2009. Dalam buku ini membahas tentang konfigurasi politik 
demokratis dan konfigurasi politik otoriter di Indonesia. Sementara 
peneliti membahas dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam terkait 
konfigurasi politik yang dipakai oleh Indonesia. 
2. Kenneth Newton dan Jan W. Van Deth dalam bukunya yang berjudul 
Perbandingan Sistem Politik: Teori dan Fakta, 2016. Dalam buku ini 
dibahas tentang perbandingan sistem politik di dalam sebuah negara di 
dunia. Sementara peneliti membahas tentang sistem politik di Indonesia 
secara menyeluruh. 
3. Liky Faizal dalam jurnal yang  berjudul Produk Hukum di Indonesia 
Perspektif Politik Hukum, 2017. Dalam jurnal ini dibahas tentang produk 
hukum dari sudut pandang politik hukum di Indonesia. Sementara yang 
dibahas oleh peneliti adalah produk hukum dalam perspektif atau 
pandangan Hukum Tata Negara Islam. 
4. Solikhul Hadi dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Konfigurasi Politik 





bentuk atau wujud politik yang ada di Indonesia baik dari zaman dulu 
sampai sekarang. Sementara yang peneliti akan bahas yakni terkait 
pandangan Hukum Tata Negara Islam yang melihat secara menyeluruh 
tentang konfigurasi politik dan produk hukum yang digunakan oleh 
Indonesia. 
5. Hannani dalam jurnal yang berjudul Produk Pemikiran Hukum Islam dan 
Problematikanya di Indonesia, 2010. Dalam jurnal ini membahas tentang 
problematika yang terjadi di Indonesia terkait dengan produk pemikiran 
hukum Islam. Sementara yang peneliti akan bahas yaitu tentang produk 
hukum yang ada di Indonesia dengan melihat dari sudut pandang Hukum 
Tata Negara Islam. 
6. Jailani di dalam jurnal yang berjudul Sistem Demokrasi di Indonesia 
Ditinjau dari Sudut Pandang Ketatanegaraan, 2015. Dalam jurnal ini 
membahas tentang sistem demokrasi yang digunakan oleh Indonesia 
dengan melihat dari sudut pandang ketatanegaraan. Sementara yang 
peneliti akan bahas adalah konfigurasi politik yang ada di Indonesia 
menurut Hukum Tata Negara Islam. 
7. Ahmad Ilyas Hidayat dalam skripsinya Kekuasaan Perspektif Politik 
Islam, 2012. Dalam skripsi ini membahas tentang politik atau siyasah 
dalam pandangan Islam tidak hanya sebatas kebijakan-kebijakan dalam 
institusi terkecil sekalipun seperti rumah tangga. Politik atau siyasah 
adalah cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai 





tentang produk hukum yang telah dibuat sudah sesuai atau tidak dengan 
pandangan Hukum Tata Negara Islam. 
E.  Metodologi Penelitian 
Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukunya sekedar 
mengamati dengan penuh ketelitian terhadap suatu objek yang mudah terpegang.
9
 
Metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur 
yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi ini juga merupakan 
analisis teoritis tentang cara atau metode. Penelitian merupakan suatu 
penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga 
merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk mencari tahu 
masalah tertentu yang memerlukan jawaban.
10
 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian 
hukum normatif, atau yang sering dikenal dengan penelitian kepustakaan (Library 
Research). Yaitu penelitian yang menggunakan sumber tertulis seperti buku, 
jurnal, artikel, koran dan lain-lain. 
2. Pendekatan Penelitian 
Ada 2 pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
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a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) yaitu suatu 
pendekatan yang memakai ketentuan-ketentuan hukum tentang 
produk hukum yang telah dibuat. 
b. Pendekatan Teologi Normatif (Syar’i) yaitu suatu pendekatan dalam 
pemahaman agama yang dalam hal ini pendekatan yang dilakukan 
dengan cara melihat, membaca, mempelajari dan mengkaji ayat-ayat 
al-Qur‟an dan Hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama yang 
memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti. 
3. Sumber Data 
Dalam menyusun skripsi ini, data yang diperoleh dalam penelitian dapat 
dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut: 
a. Bahan primer adalah sumber data yang diperoleh melalui al-Qur‟an, 
Hadis. 
b. Bahan sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari buku-
buku, jurnal atau bahan-bahan yang diambil dari pendapat atau tulisan-
tilisan para ahli yang berkaitan dengan konfigurasi politik dan produk 
hukum. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini, maka 
teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui kepustakaan dengan cara 
mencari, membaca, mempelajari dan mengkaji beberapa literatur yang terkait, 





5. Teknik Analisis Data 
Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah metode analisis 
komparatif yaitu menguraikan dari sumber yang satu dengan sumber yang lain. 
Kemudian, uraian tersebut dihadapkan untuk dikomparasikan antara produk 
hukum yang dibuat di Indonesia dengan ketentuan yang ada di dalam Hukum Tata 
Negara Islam. 
F.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 
yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui Konfigurasi Politik dan Produk Hukum saat ini di 
Indonesia. 
b. Untuk mengetahui Konfigurasi Politik dan Produk Hukum di 
Indonesia ditinjau dari Segi Hukum Tata Negara Islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
Dengan hadirnya penelitian ini, maka peneliti berharap agar bisa 
memberikan kontribusi atau manfaat terhadap perkembangan ilmu 
pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya 
tentang konfigurasi politik dan produk hukum di Indonesia dalam 







b. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 
kepada semua pihak yang ingin belajar tentang Hukum Tata Negara 
Islam dan memberikan informasi terkait konfigurasi politik dan 

























KONFIGURASI POLITIK DI INDONESIA 
A. Pengertian Konfigurasi Politik 
Politik adalah cara untuk mendapatkan sebuah kekuasaan yang dalam hal ini 
dimaksudkan berada di ruang lingkup pemerintahan. Politik bukan ajang untuk 
mencari ketenaran, tetapi untuk memberikan sebuah karya yang dapat dirasakan 
maslahat atau manfaatnya oleh masyarakat banyak. Kehidupan berpolitik 
memiliki suatu tujuan yang penting yakni untuk kemaslahatan pihak yang banyak, 
bukan hanya ke pihak atau golongan tertentu. Tujuan bersama ini akan bisa 
digapai ketika apa yang diharapkan (das sollen) sesuai dengan apa yang terjadi di 
lapangan (das sein). Salah satu intisari penting dalam perpolitikan yang perlu 
diketahui dalam memutuskan gaya ataupun bentuk apa yang ingin dipakai oleh 
setiap negara adalah konfigurasi politik. 
Konfigurasi politik ialah wujud atau bentuk untuk menggambarkan kondisi 
politik.
11
 Kondisi perpolitikan dalam sebuah negara tergantung dari bentuk atau 
wujud politik apa yang dianut oleh negara tersebut. Daya atau kemampuan ktitis 
atau tidak gampang dari masyarakat terhadap orang yang duduk di dunia 
perpolitikan begitu sangat dibutuhkan.  
Konfigurasi politik dapat diartikan juga sebagai susunan atau konstelasi 
kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi dua konsep yang bertentangan 
secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik 
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 Dari dua konsep inilah yang dipakai atau digunakan oleh sebuah negara 
dalam menentukan bentuk atau wujud politiknya. Tentu setiap negara mempunyai 
latar belakang atau alasan tersendiri mengapa menggunakan konsep atau jenis 
konfigurasi politik tersebut di negaranya sebab konfigurasi politik demokratis dan 
konfigurasi politik memiliki ciri khas tersendiri dalam perpolitikan di dunia. 
B. Jenis-jenis Konfigurasi Politik 
Membahas tentang jenis-jenis konfigurasi politik, maka dalam dunia 
perpolitikan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut: 
1. Konfigurasi Politik Demokratis 
Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang 
membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut 
aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar 
mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang 
didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana 
terjadinya kebebasan politik. Di negara yang menganut sistem demokrasi atau 
konfigurasi demokratis terdapat pluralitas organisasi di mana organisasi-
organisasi penting relatif otonom. Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan 
wakil rakyat, di dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi 
rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah. 
Terdapat beberapa ciri-ciri konfigurasi politik demokratis, yaitu sebagai 
berikut : 
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a. Segala kebijakan bersumber atau berasal pada kehendak atau 
kemauan dari rakyat, yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dan dilakukan dengan jalan musyawarah 
atau rapat dalam membuat kebijakan perundang-undangan dengan 
tujuan agar mendapat kemaslahatan atau kesejahteraan bersama 
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
b. Mengedapankan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dengan 
memerdekakan setiap warga negara dalam mengeluarkan pendapat 
tanpa ada indensi dari pihak manapun dan mempunyai kebebasan 
dalam memilih kelompok atau golongan apa yang ingin dimasuki 
selama tidak bertentangan dengan konstitusi negara. 
c. Terdapat pembagian tugas di dalam pemerintahan sehingga segala 
pekerjaan tidak terjadi penumpukan dengan harapan tugas-tugas 
kenegaraan atau pemerintahan bisa cepat terselesaikan. 
d. Partai Politik (Parpol) lebih dari satu dan masyarakat bebas memilih 
Partai Politik mana yang ia pilih. Diciptakannya banyak Partai Politik 
akan menghasilkan berbagai banyak pendapat yang beragam dan 
semua pendapat akan dimusyawarahkan secara bersama-sama, sampai 
akhirnya pendapat yang masuk akal serta berkualitas yang akan 
terpilih. 
e. Pemilihan Umum (Pemilu) dilakukan secara langsung, bukan 
memakai sistem perwakilan. Ini dilakukan supaya warga negara bisa 





pemimpin yang menurutnya cocok dan bisa membawa perubahan 
yang lebih baik. 
Ajaran demokrasi diilustrasikan secara sederhana sebagai the government 
from people by the people, of the people. Bentuk negara demokrasi yang kita 
kenal ada dua macam, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. 
a. Demokrasi langsung (direct democratie) yaitu suatu negara yang 
pemerintahannya langsung dilakukan oleh semua warga negara. 
Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan negara 
dilakukan secara langsung semua negara. Sebagai contoh ialah negara 
Yunanu Kuno. 
Demokrasi langsung mempunyai plus dan minus atau kelebihan dan 
kekurangan, berikut diantaranya: 
1) Terciptanya pemahaman dan meningkatkan kesadaran politik dari 
warga negara, sehingga bisa membaca atau mengetahui situasi 
dan kondisi perpolitikan di negaranya. 
2) Warga negara lebih mudah mengendalikan kekuasan politik di 
negaranya. 
3) Akan lebih mudahnya konflik politik karena pasti terjadi 
perbedaan tentang kebijakan yang ingin dibuat. 
b. Demokrasi tidak langsung (indirect democratie), yaitu suatu negara 
yang pemerintahannya dilakukan oleh rakyat yang dilaksanakan 





tidak langsung, warga negara diberi hak untuk turut serta menentukan 
kebijakan pemerintahan melalui badan perwakilan.
13
 
Demokrasi Perwakilan atau demokrasi tidak langsung memiliki 
kelebihan dan kekuarangan, yaitu sebagai berikut : 
1) Warga negara akan terbantu karena tidak harus lagi beranjak ke 
Pusat untuk menghadiri rapat musyawarah terkait dengan 
pembuatan kebijakan karena sudah ada Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) yang mewakili rakyat atau warga negara. 
2) Warga negara akan lebih mudah dijebak oleh kepentingan wakil 
rakyat yang memiliki perbedaan dengan keinginan dari 
kepentingan rakyat atau warga negara. 
Negara yang ingin memakai konfigurasi politik demokratis harus lebih 
dulu memenuhi 3 pilar penting yakni rule by law atau yang akrab dikenal dengan 
istilah penegakan hukum yang berdasarkan hukum, enforcement of human rights 
atau perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan yang terakhir akses atau jalan 
warga negara dalam memperoleh keadilan atau dikenal dengan sebutan acces to 
justice. 
2. Konfigurasi Politik Otoriter 
Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih 
memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh 
inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh 
dorongan elite kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi 
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terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan 
dominasi kekuasaan politik oleh elite politik yang kekal, serta di balik semua itu 
ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.
14
 
Konfigurasi Politik Otoriter sering atau banyak ditentang oleh masyarakat 
dunia karena hanya berpihak pada golongannya sendiri di dalam pemerintahan 
dan tidak atau jarang mendengar aspirasi masyarakatnya. Dari sinilah yang 
menjadi pencetus banyak terjadi masalah atau konflik internal dibeberapa negara 
di dunia. 
Beberapa ciri-ciri dari konfigurasi politik otoriter adalah sebagai berikut : 
1. Politik kekuasaan akan berpusat hanya pada satu golongan. 
2. Hanya menggunakan satu partai politik atau ada beberapa partai 
politik, tetapi hanya satu partai politik yang didengarkan oleh 
penguasa. 
3. Hanya memakai kebijakan dan menghasilkan keputusan dari 
pemerintah sendiri. 
4. Tertutupnya pengelolahan pemerintahan. 
Terkait dengan kelebihan dan kekurangan konfigurasi politik yaitu sebagai 
berikut : 
1. Kepala Negara sebagai pemegang kekuasaan secara penuh dan setiap 
perintahnya tidak ada yang bisa menganjal sehingga tidak terjadi 
konflik politik atau perbedaan pendapat. 
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2. Keberagaman lebih mudah terbentuk sehingga menciptakan kestabilan 
di dalam masyarakat. 
3. Hak kebebasan mengemukakan pendapat bagi setiap warga negera 
terutama Pers akan mengalami pengungkungan dan terjadi intimidasi 
dari Sang Pemegang tampuk kekuasaan. 
4. Konfigurasi politik otoriter biasanya akan memakai cara-cara kasar 
dalam menghalangi setiap kritikan-kritikan yang masuk ke dalam 
tubuh pemerintahan. 
5. Kreativitas warga negara akan lebih tertutup karena takut 
kreativitasnya itu bisa menyinggung Pemerintah. 
C. Konfigurasi Politik Saat Ini di Indonesia 
Indonesia adalah negara yang menganut konfigurasi politik demokratis atau 
sistem demokrasi, sehingga budaya demokrasi sudah mengakar di benak 
masyarakat Indonesia. Sistem ini memang sudah dianut oleh bangsa Indonesia 
sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat. 
Artinya pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Segala kebijakan 
mengenai putusan pemerintah haruslah dirundingkan dengan rakyat. 
Istilah demokrasi itu sendiri berasal dari negara Yunani, demos yang artinya 
rakyat, dan kratos yang artinya kekuasaan. Kata demokrasi itu sendiri 
diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles, yaitu sebagai bentuk suatu 
pemerintahan yang mengatur bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat. 
Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut demokrasi dalam 





mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Selain itu 
masyarakat Indonesia bebas menyelenggarakan pertemuan dan bebas berbicara 
unutk mengeluarkan pendapat, kritikan, atau bahkan mengawasi jalannya sistem 
pemerintahan. Kebebasan dalam memeluk agama pun merupakan sebuah 
perwujudan dari negara demokratis. 
Dalam membangun sebuah negara yang demokratis tidaklah mudah. Hal 
tersebut dikarenakan pembangunan sebuah sistem demokrasi dalam suatu negara 
dimungkinkan akan mengalami kegagalan. Akan tetapi, di negara ini sisitem 
demokrasi yang dijalankan terbilang mengalami kemajuan. Bisa dilihat dari 
bebasnya berkeyakinan, berpendapat, atau kebebasan untuk berkumpul tanpa ada 
yang membatasi. 
Tetapi meskipun negara ini telah berhasil dalam menjalan sistem 
demokrasinya, tampaknya dewasa  ini sistem demokrasi tersebut banyak 
disalahgunakan dan kurang berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut membuat 
bangsa ini mengalami banyak persoalan. Contohnya saja dalam kehidupan 
berpolitik. Sistem demokrasi yang sesungguhnya tampaknya sudah tidak berlaku 
lagi. Tetap saja ada unsur kekuatan dan kelemahan yang menentukan hasil akhir 
dari sebuah demokrasi. Siapa yang paling berkuasa maka dialah yang akan 
mendapatkan jabatan atau peranan tertentu. Bukan lagi murni dari hasil keyakinan 
dan pendapat orang banyak. 
Sistem demokrasi yang dijalankan oleh suatu negara tentu memberikan 
dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya adalah demokrasi memberikan 





dampak negatif dari sistem ini adalah dapat meningkatnya angka pengangguran, 
kemacetan lau lintas, korupsi dan lain sebagainya. Sebenarnya demokrasi adalah 
sisitem yang buruk di antara alternatif yang lebih buruk. Akan tetapi, jika semua 
berjalan dengan lancar, maka semuanya juga akan lancar. Apabila sebuah negara 
ingin melakuakn sebuah perubahan, maka sistem demokrasi adalah gagasan yang 
dinamis keren aprosesnya teru-menerus. Negara yang sukses menjalankan 
demokrasi adalah negara yang mampu menerapkan kebebasan, keadilan, dan 
kesejahtaraan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, kita sebagai masyarakat 
Indonesia yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi, perlu menjaga 
dan menjalankan sistem tersebut sesuai dengan aturannya, sehingga sistem 
demokrasi tersebut dapat terwujud secara utuh di dalam sebuah sistem 
pemerintahan Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, aman, dan damai.
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D. Perkembangan Demokrasi di Indonesia 
Indonesia adalah Negara demokrasi. Demokrasi yang saaat ini dipahami di 
Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal 
mkemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan 
dan corak yang berbeda. Praktek demokrasi berdasar UUD mengalami 
perkembangan demokrasi dalam tiga masa, yaitu sebagai berikut: 
1. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjol peran 
parlemen serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi 
parlementer; 
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2. Masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam 
banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang 
secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi 
rakyat; 
3. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang 
merupakan demokrasi konstitusional menonjolkan demokrasi presidensiil, 
masa ini berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang 
kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang di sebut era 
reformasi, yang di awali dengan adanya perubahan UUD 1945 dengan 




Soehino meninjau dari segi perkembangan sistem demokrasi yang dianut 
dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya, maka dikemukakan masa masa 
dianutnya sistem demokrasi di Indonesia sebagai berikut: 
1. Tanggal 18 Agustus 1945 – Tanggal 14 November 1945 menganut Sistem 
Demokrasi Konstitusional; 
2. Tanggal 14 November 1945 – Tanggal 5 Juli 1959 menganut Sistem 
Demokrasi Liberal; 
3. Tanggal 5 Juli 1959 – Tanggal 21 Maret 1968 menganut Sistem 
Demokrasi Terpimpin; 
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4. Tanggal 21 Maret 1968 – Sekarang (berjalan hingga berakhirnya 
pemerintahan orde baru 1998 menganut atau memakai Sistem Demokrasi 
Pancasila). 
 Demikian halnya yang lain yang dinyatakan oleh Sri Soemantri
 
bahwa seluruh 
konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia (UUD 1945, Konstitusi RIS, dan 
UUDS 1950) menganut demokrasi pancasila, karena ketiga konstitusi tersebut 
menjadikan pancasila sebagai dasar negara, sehingga secara materiil berarti 
demokrasi yang dianut juga adalah demokrasi pancasila, lebih lanjut Sri 
Soemantri mengatakan : 
“Kita telah mengetahui, bahwa demokrasi pancasila mempunyai 2 macam 
pengertian, yaitu baik yang formal maupun material, sebagai realisasi 
pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam arti formal. UUD 1945 menganut 
apa yang dikatakan indirect demokrasi dengan, yaitu suatu demokrasi 
dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat 
secara langsung itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung 
melainkan melalui lembaga lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan 
MPR, dan demokrasi dalam pandangan hidup atau demokrasi sebagai 
falsafah bangsa.” 
 Pernyataan senada disampaikan oleh Padmo Wahyono bahwa: 
“Demokrasi secara genus berarti pemerintahan oleh rakyat, yang dengan 
demikian mendasar hal ikwal kenegaraannya pada kekuasaan rakyat 
sehingga rakyatlah yang berdaulat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan 
mekanisme demokrasi ini dalam sejarah ketatanegaraan harus didasarkan 
kepada dasar Negara sehingga timbul sebutan Demokrasi Pancasila.” 
 Dalam hal ini Padmo Wahyono menyatakan, bahwa Demokrasi Pancasila 
ialah kegiatan bernegara di Indonesia, dan pemilu dengan segala bentuk ragamnya 
salah satu manifestasi dari Demokrasi Pancasila.
17
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 Agaknya pemerintahan “Orde Reformasi” Habibie mencoba mengoreksi 
pelaksanaan demokrasi yang selama ini dikebiri oleh pemerintahan Orde Baru. 
Pemerintahan Habibie menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan 
jalan kebebasan pers (freedom of press) dan kebebasan berbicara (freedom of 
speech). Keduanya dapat berfungsi sebagai check and balances serta memberikan 
kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. 
 Membangun kembali Indonesia yang demokratis dapat dilakukan melalui 
sistem kepartaian yang sehat dan pemilu yang transparan. Sistem pemilu 
multipartai dan UU politik yang demokratis menunjukkan kesungguhan 
pemerintahan Habibie. Asalkan kebebasan demokratis seperti kebebasan pers, 
kebebasan berbicara, dan kebebasan mimbar tetap dijalankan maka munculnya 
pemerintahan yang KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dapat dihindari. 
 Namun setidaknya rakyat tidak mudah dibohongi lagi dan pembelajaran partai 
yang baik dari rakyat Indonesia dalam membangun demokrasi menjadi lebih baik. 
Dalam era Jokowi, kita bisa mengenal dan bisa membedakan mana yang disebut 
hoaks dalam pemberitaan dan mana yang disebut sebagai sebuah berita yang 
benar (fakta yang terjadi di lapangan). Indonesia bisa dianggap negara demokrasi 
oleh dunia internasional dan bisa lebih baik dari negara lainnya, dengan 
menjalankan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung dalam 
masa jabatannya dan juga pemilihan secara langsung dan serentak presiden dan 
wakil presiden serta anggota legistlatif di tahun 2019.
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 Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi, akibatnya tidak memberi 
kontribusi secara fundamental, periodik, jujur, demokratis, dan terdapat institusi-
institusi demokrasi (partai politik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif), bekerjanya 
mekanisme checks and balances antar lembaga negara, dan adanya pers yang 
bebas. Ini merupakan cara pandang khas demokrasi liberal yang cenderung 
menekankan pada aspek kelembagaan, teknis prosedural, dan kebebasan 
berpolitik yang individualistik.
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 Maka demokrasi baik politik dan ekonomi harus 
bisa berjalan beriringan sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan 
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PRODUK HUKUM DI INDONESIA 
A. Pengertian Produk Hukum 
Sistem pemerintahan di semua negara memerlukan yang namanya hukum 
yang dapat dijadikan sebagai panglima di negara tersebut. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI), produk mengandung arti hasil kerja.
20
 Produk hukum 
merupakan hasil kerja atau suatu keputusan, kebijakan atau peraturan yang 
diciptakan oleh orang atau lembaga yang berwenang membuatnya. Sebelum 
membuat produk hukum, harus melewati proses pembentukan yang dinamakan 
dengan rechtsvinding atau penemuan hukum. Penemuan hukum (rechtsvinding) 
merupakan proses pembentukan hukum dalam upaya penerapan peraturan hukum 
umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, seperti 




Produk hukum, terutama undang-undang, keberadaannya dituntut untuk 
dinamis terhadap kebutuhan hukum yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga 
tidak jarang apabila sebuah undang-undang dapat bertentangan atau materilnya 
kurang tepat dengan kebutuhan hukum pada saat itu. Terlebih, hukum yang 
berlaku tidak dapat diterapkan pada kasus konkret karena tidak ada norma umum 
yang sesuai dengan kasus ini. Ide ini secara logis berarti tidak mungkin 
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Peraturan perundang-undangan yang baik akan banyak menunjang 
penyelenggaraan pemerintahaan dan pembangunan sehingga lebih memungkinkan 
tercapainya tujuan-tujuan negara yang kita inginkan. Untuk membuat suatu 
peraturan perundang-undangan yang baik sangat diperlukan adanya persiapan-
persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi 
muatan yang akan diatur dalam perundang-undangan, dan pengetahuan tentang 
bagaimana menuangkan materi muatan tersebut di dalam suatu peraturan 
perundang-undangan secara singkat tetapi jelas dengan suatu bahasa yang baik.
23
  
Semua pihak tentu harus bisa diajak bersinergi dalam mengawal peraturan 
perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang mempunyai otoritas 
dalam membuat produk hukum. Karena sangat ironis ketika sudah mengeluarkan 
ratusan juta atau miliaran uang rakyat untuk membuat produk hukum atau 
peraturan perundang-undangan tetapi setelah dibuat malah tidak berjalan dengan 
baik, atau malah menambah penderitaan rakyat. 
B. Karakter Produk Hukum 
Dalam karakter produk hukum, Moh. Mahfud MD membagi karakter produk 
hukum menjadi 2 bagian, yakni Produk Hukum Responsif/Populistik dan Produk 
Hukum Konservatif/Ortodoks/Elitis, bahwa: 
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1. Produk Hukum Responsif/Populistik 
Produk Hukum Responsif/Populistik adalah produk hukum yang 
mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses 
pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-
kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif 
terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atas individu dalam masyarakat. 
Produk Hukum Responsif/Populistik mempunyak ciri khas atau identitas 
yang sangat melekat dan dapat dilihat dari segi katanya yakni responsif yang 
mempunyai arti tanggapan yang cepat atas setiap masukan dari masyarakat 
sehingga produk hukum ini menjadi produk hukum yang sebagian besar 
masyarakat dunia inginkan atau idam-idamkan untuk diterapkan di dalam 
negaranya karena diyakini dapat memberikan keadilan dan aturan perundang-
undangan atau produk hukum sesuai dengan keinginan atau harapan masyarakat 
banyak. 
2. Produk Hukum Konservatif/Ortodoks/Elitis 
Produk Hukum Konservatif/Ortodoks/Elitis adalah produk hukum yang 
isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan 
pemerintah, bersifat positivis-intrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan 
ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum 
ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-
individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi 





Untuk mengualifikasika apakah suatu produk hukum responsif, atau 
konservatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi 
hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. 
Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat 
partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat 
melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Sedangkan 
proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistik dalam 
arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan 
eksekutif. 
Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat 
aspiratif. Artinya, memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan 
aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hukum itu 
dapat dipandang sebagai kristalisasi dan kehendak masyarakat. Sedangkan hukum 
yang berkarakter ortodoks bersifat positivis-instrumentalis. Artinya memuat 
materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau 
memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan 
kepentingan program pemerintah. 
Jika dilihat dari segi penafsiran maka produk hukum yang berkarakter 
responsif/populistik biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk 
membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang 
yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang betul-betul bersifat teknis. 
Sedangkan produk hukum yang berkarakter ortodoks/konservatif/elitis memberi 





berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan 
tidak sekedar masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter 
responsif biasanya memuat hal-hal penting secara cukup rinci. Sehingga sulit bagi 
pemerintah untuk memuat penafsiran sendiri. Sedangkan produk hukum yang 
berkarakter ortodoks biasanya cenderung memuat materi singkat dan pokok-
pokoknya saja untuk kemudian memberi peluang yang luas bagi pemerintah untuk 
mengatur berdasarkan visi dan kekuatan politiknya.
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 Dan setiap pemimpin dalam 
sebuah negara memiliki alasan tersendiri dalam memilih produk hukum apa yang 
cocok untuk dianut atau digunakan di dalam negaranya. 
C. Lembaga Pembuat Produk Hukum 
Ada beberapa lembaga atau institusi pembuat produk hukum, yakni sebagai 
berikut: 
1. Negara 
Lembaga atau institusi negara yang yang berperan dalam proses 
pembuatan atau pembentukan hukum terdiri atas 3 (tiga), yaitu: 
a. Pemerintah 
Pemerintah sebagai pemegang tampuk pimpinan tertinggi di dalam 
sebuah negara menjadi lembaga terbesar dalam membuat sebuah kebijakan 
ataupun produk hukum. Ini yang mengakibatkan tugas dan fungsi pokok 
pemerintah begitu sentral. Ini juga yang menimbulkan lembaga pemerintah 
menjadi lembaga atau organisasi yang kedudukannya di atas dari lembaga atau 
organisasi lain di luar pemerintah. 
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Untuk dapat terhindar dari akibat sentralisasi kekuasaan atau 
pemusatan tampuk kekuasaan yang berada di tangan lembaga atau instansi 
pemerintah, maka dimunculkan sebuah ide untuk melakukan pemisahan 
kekuasaan. Dari munculnya ide ini diharapkan lembaga pemerintah tidak terlalu 
dapat dapat menguasai proses pembentukan hukum. Namun harus dipahami 
bahwa bentuk-bentuk peraturan atau hukum tertentu saja, seperti yang terdapat 
pada hukum atau aturan yang berbentuk Undang-undang, yang dimana harus 
dapat dibuat atau dikontrol oleh parlemen. Kemudian di sisi yang lain bentuk-
bentuk hukum atau aturan yang kedudukannya di bawah oleh Undang-undang, 
tetap diciptakan oleh lembaga atau instansi pemerintah. 
b. Parlemen 
Berdasarkan dari teori pembagian atau pemisahan kekuasaan, banyak 
orang yang beranggapan bahwa fungsi di dalam tubuh legistlatif dari kekuasaan 
sebuah negara dapat atau bisa dihubungkan dengan lembaga parlemen. Padahal 
sejatinya bahwa yang dimaksud dari fungsi legislatif itu cuma berkaitan dengan 
kegiatan pembuatan atau pembentukan hukum dalam salah satu bentuk saja, yaitu 
seperti yang berbentuk Undang-Undang Dasar (UUD) dan Undang-Undang (UU). 
Sedangkan pada kedudukan yang lebih di bawahnya, tidak dibuat atau dibentuk 
oleh lembaga parlemen. Dari sini kita lihat bahwa parlemen cuma berfungsi atau 
berperan sebagai pengawas dan tidak sebagai produsen. 
Bahkan dalam beberapa tahun belakangan dan apalagi untuk masa 
yang akan datang, harus dipertanyakan bagaimana fungsi dan peran lembaga 





Melihat perkembangan yang berjalan begitu sangat pesatnya, kemudian begitu 
rumit dan kompleks, dan tugas-tugas pemerintahan dan hukum juga semakin 
berkembang menjadi kompleks. Apalagi sejauh perkembangan sejauh ini di dalam 
abad ke-20, yang menunjukkan bahwa di dalam fungsi legistlatif parlemen itu 
sejatinya tidak lebih penting dibandingkan dengan fungsi pengawasan. 
c. Pengadilan 
Dalam negara yang menganut sistem Eropa Kontinental (Civil Law), 
eksistensi dari peran pemerintah dan parlemen begitu sangat mendominasi dalam 
proses pembuatan hukum, di lain sisi negara yang menggunakan sistem Commom 
Law yang lebih mengutamakan pada proses studi kasus di dalam ranah 
pendidikan, justru peran pengadilanlah yang pengaruhnya lebih mendominasi. 
Tetapi pada masa sekarang, negara-negara yang memakai sistem Commom Law 
lebih cenderung untuk memberikan peran yang lebih kuat pada undang-undang 
seperti negara yang menganut sistem Civil Law. Sedangkan dalam lingkungan 
Civil Law ada juga yang mempunyai keinginan untuk memperkuat atau 
memperbesar peran pengadilan sebagai lembaga pembentuk atau pencipta hukum. 
Dalam negara yang memakai sistem Civil Law seperti Indonesia, 
putusan pengadilan juga dimasukkan ke dalam salah satu sumber hukum yang 
memiliki pengakuan, putusan pengadilan ini yang dikenal dengan sebutan 
yurisprudensi. Akan tetapi yurisprudensi ini hanya bersifat sekunder (tidak 
pokok), tidak seperti di negara yang menggunakan sistem Commom Law.
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Yurisprudensi ini dikeluarkan oleh Hakim atau Majelis Hakim yang 
pada saat menghadapi suatu masalah baru yang belum diatur oleh Undang-
Undang. Yurisprudensi ini mengikat kepada semua Hakim yang akan 
memutuskan suatu masalah yang sama. 
2. Masyarakat 
a. Masyarakat Adat 
Dalam tiap-tiap masyarakat akan selalu ada kaitan-kaitan hukum yang 
mengatur komunitas atau kelompok-kelompok kehidupan dalam tatanan 
kehidupan di bawah kepemimpinan yang terstuktur dan tersusun secara 
terorganisasi. Komunitas atau kelompok-kelompok yang semacam ini dapat 
dikatakan sebagai suatu kelompok atau masyarakat hukum seperti bagaikan 
organisme yang tersendiri. Di dalam kelompok organisme tersendiri ini yang 
memunculkan suatu aturan-aturan yang telah disepakati bersama dan mengatur 
segenap anggotanya. Serta kelompok organisme yang seperti inilah yang biasa 
kita sebut sebagai masyarakat hukum adat atau masyarakat adat. 
Eksistensi atau taji dari aturan atau hukum yang dibuat oleh 
masyarakat adat masih tetap terjaga, meski digempur oleh perkembangan zaman 
yang semakin cepat bergerak. 
b. Hukum Dalam Praktek 
Subjek hukum baik melalui perseorangan atau melalui badan-badan 
hukum yang hidup di dalam udara hukum, yang juga dapat berperan sebagai 
pembentuk atau pencipta hukum dalam praktek. Seperti misalnya dalam asas 





bisnis dapat membuat kontrak yang tidak mesti harus berdasarkan atas ketentuan 
hukum (prae legem), meskipun hal itu tidak boleh bertentangan dengan hukum 
yang sudah ada (contra legem). Kategori hukum yang dibentuk menurut jenis ini 
dapat disebut sebagai hukum sukarela atau voluntary law.
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c. Lembaga Riset Hukum dan Perguruan Tinggi 
Lembaga riset hukum dan perguruan tinggi hukum melalui para tokoh 
ilmuwan hukum yang karena dasar keilmuannya sehingga dapat atau bisa 
mengeluarkan paradigma dan aliran pemikiran hukum tertentu. Paradigma dan 
aliran pemikiran hukum yang seperti ini yang pada gilirannya dapat menciptakan 
suatu kesadaran hukum tertentu mengenai suatu masalah, sehingga berkembang 
menjadi doktrin yang dapat dijadikan sumber hukum bagi para hakim atau 
penegak hukum dalam mengambil keputusan.
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Pesatnya perkembangan hukum yang memunculkan suatu problem-
problem atau masalah baru di tengah masyarakat yang sebelumnya tidak pernah 
diatur atau tidak pernah terpikirkan pada saat pembuatan aturan perundang-
undangan, berdasar dari sinilah sehingga yurisprudensi dan pendapat dari para 
ahli atau ilmuwan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan hukum. 
D. Produk Hukum Saat Ini di Indonesia 
Produk hukum di Indonesia memiliki karakter Responsif/Populistik. Produk 
hukum yang seperti ini menjadikan masyarakat Indonesia berperan aktif dalam 
menentukan hukum atau peraturan yang berlaku di negaranya. Segala tuntutan 
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atau masukan masyarakat mengenai keresahan terkait produk hukum akan di 
sampaikan kepada para wakilnya yang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) untuk kemudian ditindaklanjuti segala tuntutan atau masukan dari 
masyarakat. 
Adapun hierarki produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang saat 
ini menjadi rujukan ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011
28
, adalah sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) 
merupakan hasil perjuangan para tokoh kemerdekaan yang berjuang mati-
matian segenap jiwa dan raga untuk menyusun sebuah naskah konstitusi 
sebagai pedoman atau panduan bagi seluruh produk hukum yang ada di 
Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia atau disingkat dengan nama BPUPKI berhasil merancang 
Undang-undang Dasar 1945, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI berupa penyesahan. Undang-
undang Dasar 1945 ini dijadikan sebagai konstitusi oleh negara Indonesia. 
Undang-undang Dasar 1945 atau konstitusi memiliki peranan yang sangat 
penting bagi negara Indonesia, sebab dijadikan sebagai landasan ataupun 
pedoman dalam membuat hukum di Indonesia. Segala macam turunan 
produk hukum tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar 
1945 ini juga sebagai konstitusi negara Indonesia sehingga menduduki 
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peringkat pertama dalam hirearki atau urutan aturan perundang-undangan 
di Indonesia. 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dikenal dengan Tap 
MPR adalah segala aturan yang dikeluarkan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat yang kedudukannya di bawah UUD 1945. 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) tidak lagi 
digunakan atau dipakai pada saat dibukanya gerbang reformasi. Namun 
ketika tahun 2011 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) kembali 
digunakan. Kemudian terkait kedudukan lembaga Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang kini memiliki atau mempunyai 
kedudukan yang setara dengan lembaga negara yang lain, seperti Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah 
Konstitusi (MK). Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
sendiri terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD). 
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perppu) 
Urutan ketiga  dalam hirearki perundang-undangan atau produk hukum di 
Indonesia adalah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 





undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan 
melewati persetujuan dari Presiden selaku Kepala Negara. Sementara 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah 
peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang ditetapkan oleh 
Presiden yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara dalam 
menindaklanjuti segala ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang 
Dasar 1945. Presiden sebagai Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan 
menerbitkan atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu) untuk menjawab kebutuhan anggota masyarakat dalam 
menyelesaikan setiap masalah hukum atau perselisihan yang terjadi di 
tengah-tengah masyarakat secara cepat yang sesuai dengan undang-
undang. 
4. Peraturan Pemerintah (PP) 
Peraturan Pemerintah (PP) adalah produk hukum atau peraturan 
perundang-undangan yang berada di Indonesia yang ditetapkan oleh 
Presiden dengan tujuan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana 
mestinya agar mempunyai arah yang lebih jelas. Peraturan Pemerintah 
(PP) tidak boleh bertentangan atau bertolak belakang dengan hirearki 
peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya. Peraturan 
Pemerintah (PP) sendiri berada diurutan ke-4 (empat) di bawah Undang-
Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 
dikenal dengan Tap MPR, dan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 





5. Peraturan Presiden (Perpres) 
Jika sebelumnya dalam hirearki perundang-undangan ada hukum yang 
dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Rakyat, maka pada Peraturan Presiden (Perpres), peraturan atau hukumnya 
dibuat langsung oleh Presiden. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) 
muatan materinya diperintahkan langsung oleh Undang-Undang atau 
muatan materinya untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP). 
6. Peraturan Daerah Provinsi 
Selain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berada di Pusat, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi juga mempunyai wewenang 
dalam membuat peraturan perundang-undangan melalui persetujuan 
bersama dengan Gubernur selaku Kepala Daerah di tingkat Provinsi. 
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
Sementara dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota peraturan perundang-
undangannya dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten/Kota melalui persetujuan bersama dengan Bupati/Walikota 
selaku Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota. 
Produk hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah 
melewati berbagai banyak pembaharuan atau revisi, baik sesaat setelah 
proklamasi kemerdekaan maupun sampai sekarang. 
Segala pembaharuan atau revisi produk-produk hukum dirasa sangat wajar 
sebab Indonesia menganut atau memakai konfigurasi politik demokratis atau 





menimbulkan atau memunculkan berbagai banyak pendapat dan masukan terkait 
dengan perbaikan produk hukum. 
Masyarakat atau warga negara juga harus tentu memberikan pengawasan, 
pengontrolan, terutam terkait dengan aturan perundang-undangan sehingga tujuan 
dari demokrasi dan banyak produk hukum yang ada di Indonesia tidak 
























PANDANGAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TENTANG 
KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK HUKUM DI INDONESIA 
A. Konfigurasi Politik Dalam Pandangan Hukum Tata Negara Islam 
Hukum Tata Negara Islam atau yang dikenal juga dengan istilah fiqh politik 
atau fiqh politik syar’i. Peristilahan fiqh politik atau fiqh politik syar’i merupakan 
suatu aspek dari fiqh Islam yang mencakup seluruh kehidupan manusia. Fiqh 
adalah himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum Islam atau secara singkat 
dapat dikatakan bahwa fiqh adalah pengetahuan hukum syari‟at dengan jalan 
ijtihad. Istilah politik dari kausa kata Arab (siyasah) artinya memobilisasi kaum 
yang dipimpinnya atau melaksanakan urusan-urusan mereka dengan sesuatu yang 
mendatangkan kemasalahatan bagi mereka. Sedangkan kata syari‟ah adalah 
sesuatu yang menjadikan syari‟ah sebagai titik tolah dan sebagai sumber baginya, 
juga sebagai tujuan baginya, dan menjadikan konsep baginya. 
Apabila ketiga kata tersebut di jadikan satu rangkaian kata dalam kalimat (fiqh 
politik syar’i) mencakup hubungan individu dan negara atau hubungan antara 
pemerintah dan yang diperintah, atau hubungan antara pemimpin dan yang 
dipimpin atau hubungan antara penguasa dan rakyat yang pada zaman sekarang 
diatur dalam fiqh perundang-undangan atau dalam fiqh keuangan, fiqh 
administrasi, dan fiqh internasional (Al-Qardahwi, 2008:29). 
Konsepsi yang lain dapat dikemukakan politik syar‟i adalah kumpulan konsep 
syari‟at dalam mengatur urusan uamat secara umum dalam pandangan syari‟at 





dengan perubahan waktu, tempat dan situasi dan lain sebagainya. Dan ada yang 
berubah, yang dapat berubah disekitar yang tetap. Konsep ini terkait dengan yang 
tetap, berpijak dari yang tetap, kembali kepada yang tetap, dan berkisar pada yang 
tetap. 
Sehubungan dengan hal tersebut, konsep yang dibutuhkan dalam fiqh politik 
menjadi studi yang sempurna yang dibangun dengan konsep ilmiah yang terdiri 
dari dua dasar utama, yaitu: 
1. Kembali pada ushul dan mengambil dari hukum-hukum yang berasal dari 
sumber-sumber yang bersih dengan tetap menggunakan warisan fiqh Islam 
dari berbagai aliran dan golongan dan fiqh yang berada di luar dari 
berbagai golongan aliran tersebut, yaitu fiqh shahabah dan fiqh tabi‟in 
yang nota bene menjadi para guru dan para imam mazhab atau yang 
menjadi guru dari guru mereka. 
2. Mengikuti perkembangan realitas dunia moderen dan berusaha untuk 
mengatasi problematika dengan solusi yang berasal dari apotek syari‟at, 
karena yang pasti sesungguhnya syari‟at itu tidak mengabaikan syari‟at 
kehidupan. 
Sebagaimana topik di atas, politik yang dibahas dalam tulisan ini adalah 
politik syar’i yang terfokus pada terealisasinya pengaturan masalah umat 
kaitannya dengan khilafah dan dan kehidupan bernegara di atas bumi dan 
memantapkan ajaran-ajarannya serta prinsip-prinsip ditengah manusia yang 









Dalam Islam begitu banyak ayat yang menjelaskan tentang prinsip politik 
dalam sebuah negara, yaitu sebagai berikut: 
1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah, yang terdapat dalam QS. al-
Nisa‟/4:58, yaitu: 
ٞاِْ  ٔ  ٌ ِر ۡذ ِٱَُ٘بِطِإٔ   ٖ ِث ٤ۡ زْ  ۡٔ  ٌ اِد  إِر   ٝ ِِٜ بِ ۡٛ ِأ  ٰٓ ِذِإُِ ٠َٰ َٰ ٘ َٰ ٓ ِٱۡأل  ْٝا دُّ ِر ؤ  ِإٔ  ْۡ  ً ش   ٓ ٣ِ ۡأ ِٱّلَل  َٕ إِ
بِث ِص٤ٗشاِِ ٤ؼ َۢ ِٔ ِع   ٕ ب  ً ِٱّلَلِ  َٕ ِإِ ٓۦٰۗٓ ِٚ ِْثِ  ٌ ب٣ِ ِؼظ  َٔ ِِٗؼ ِٱّلَلِ  َٕ ِإِ ٍِِۚ ۡذ ؼ 
ُۡ ِثِٱ
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
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2. Prinsip Musyawarah, yang terdapat dalam QS. Asy-Syura/42:38, yaitu: 
ِ ْۡ  ٜ ۡه٘ َٰ ص  ِس  ب َٔ ِٓ  ٝ ِ ْۡ ِث ٤ٜۡ٘   َٰٟ ِش ٞس  ْۡ  ٛ ش  ۡٓ أ   ٝ ِ ح  َٰٞ ِٱَُصِ  ْٞا  ٓ أ ه ب  ٝ ِ ْۡ ِٜ ثِّ ُِِش  ْا بثٞ  ِٱۡعز ج   ٖ ٱَُِز٣  ٝ
ِِ  ٕ لِوٞ   ٘٣ِ
Terjemahnya: 
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 




3. Prinsip Keadilan, yang terdapat pada QS. al-Nisa‟/4:135, yaitu: 
                                              
29
Ismail Nawawi, “Politik Dalam Perspektif Islam: Kajian Fiqh Politik Syar‟i Dalam 
Aplikasi Kehidupan Berpolitik dan Bernegara”, Al-Daulah 1, no. 1 (2011): h. 73-74. 
30
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 87. 
31





ُِِ َٰ ٞ ُۡ ِٱ ِٝ ِأ  ْۡ  ٌ ل ِغ ِأٗ  ٰٓ َٰ٠ ِ ِػ  ۡٞ  ُ  ٝ ِِ ِّلِلَ آٰء  ٜ ذ  وِۡغِظِش 
ُۡ ِثِٱ  ٖ ٤ ِٓ ََٰٞ ْاِه   ٞٗٞ  ً ْاِ  ٞ٘  ٓ ا ِء   ٖ أ ٣ُّٜ بِٱَُِز٣
ٰٓ َٰ ٣ِ ِٖ ٣ۡ ذ 
ِر زَِ ِك َل  ۖب  ٔ ِٜ ِثِ َٰ٠ ُ ۡٝ ِأ  ِك ٱّلَل  ِك و٤ِٗشا ۡٝ ِأ  ٤ِ٘ ًّب ِؿ  ٖۡ  ٌ  ٣ِ ِإِٕ ِۚ ٖ ث٤ِ ٱۡأل ۡهش   ِٝ
اِْۚ ِر ۡؼِذُٞ  ِإٔ  ٰٓ َٰٟ  ٞ  ٜ ُۡ ِٱ ْٞا جِؼ 
ج٤ِٗشاِِ ِخ   ٕ  ِٞ  ٔ بِر ۡؼ  ٔ ِثِ  ٕ ب  ً ِٱّلَلِ  َٕ ْٞاِك ئِ ِر ۡؼِشض  ۡٝ ْاِأ  ٞ ٓۥٰ
ِۡ إِِٕر   ِٝ
Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau 
terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya 
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 
kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan 
menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala 
apa yang kamu kerjakan.
32
 
4. Prinsip Persamaan, yang terdapat pada QS. al-Hujurat/49:13, yaitu: 
َِٰ ٘ ِۡ ؼ  ج   ٝ ِ ث ٠َٰ أٗ   ٝ ِ ٖش  ً ِر  ٖ ِّٓ ِ ْ  ٌ ِ ۡو٘ َٰ ِخ  ِإَِٗب ِٱَُ٘بط  أ ٣ُّٜ ب
ٰٓ َٰ ٣ِ َٕ ِإِ
ِۚ
ْا ٰٞٓ ك  بس  ُِِز ؼ   َ ه ج بٰٓئِ  ٝ ِ ٞٗثب ؼ  ِش  ْۡ  ٌ
ج٤ِٞشِِ ِخ   ْ ٤ِِ ػ  ِٱّلَلِ  َٕ ِإِ ِْۚۡ  ٌ ِٱّلَلِِأ ۡرو ىَٰ ِِػ٘ذ  ْۡ  ٌ  ٓ ش  ًۡ ِأ 
Terjemahnya: 
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 




5. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak-hak Asasi 
Manusia, tercantum dalam QS. al-Ma‟idah/5:32, yaitu: 
بٖدِك٢ِِ ِك غ  ۡٝ ٤ِۡشِٗ ۡلٍظِأ  ـ  بِثِ ِٗ ۡلغ َۢ  َ ِٖه ز   ٓ َٚ ۥِ ِأٗ   َ ِء٣
ٰٓ ِإِۡعش َٰ ِث ٢ِٰ٘ٓ َٰ٠ ِ ز ۡج٘ بِػ   ً ِ ُِي 
ِر َٰ َِ ِأ ۡج ٖۡ ِٓ
٤ٗؼب ِٔ ِج  ِٱَُ٘بط   َ ِه ز  ب  ٔ َ أٗ   ٌ ُ و ۡذِِٱۡأل ۡسِضِك   ٝ ِ
٤ٗؼبِۚ ِٔ ِج  ِٱَُ٘بط  ِأ ۡد٤ ب بٰٓ  ٔ َ  ٗ أ  ٌ ِك  ِأ ۡد٤ بٛ ب ٖۡ  ٓ  ٝ
ِِ  ٕ ۡغِشكٞ   ٔ ِك٢ِِٱۡأل ۡسِضُِ  ُِي 
ِر َٰ ِث ۡؼذ   ْٜ ۡ٘ ِّٓ ث٤ِٗشاِ  ً ِ َٕ ِإِ َْ ِذِث 
ج ٤ِّ٘ َٰ ُۡ ِ٘  بِثِٱ ع  ِس  ْۡ ۡرٜ  بٰٓء  ِج 
Terjemahnya: 
Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa 
barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh 
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orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-
akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara 
kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara 
kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada 
mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi 
kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.
34
 
6. Prinsip Perdamaian, yang terdapat dalam QS. al-Anfal/8:61-62, yaitu: 
اِْ ٰٝٓ إ٣ِِٕ ِش٣ذ   ٝ ِ  ْ ٤ِِ ؼ  ُۡ ِٱ ٤غ  ِٔ ِٱَُغ  ٞ ِإَِٗٚ ۥِٛ  ِ ٠ِٱّلَلِِۚ ِػ  َۡ ًَ  ٞ ر   ٝ ِك ٱۡج٘ ۡخُِٜ  بِ ِْ ِۡ ْٞاَُِِِغ ٘ ذ  إِِٕج   ٝ
ِِ  ٖ ٤ِ٘ ِٓ ۡؤ  ٔ ُۡ ثِٱ  ٝ ِثِ٘ ۡصشِِٙۦِ ِأ ٣َذ ى  ِٱَُِز١ٰٓ  ٞ  ِٛ
ِٱّلَل ِۚ ۡغج ي  ِد  َٕ ِك ئِ ٣ِ ۡخذ ػ ٞى  ِإٔ 
Terjemahnya: 
Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah 
kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud 
menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). 




7. Prinsip Kesejahteraan, yang terdapat dalam QS. al-Baqarah/2:177, yaitu: 
 ِٓ ِ جَِش
ُۡ ِٱ َٖ ٌِ
َٰ ُ  ٝ ِشِةِ ـۡ  ٔ
ُۡ ٱ  ٝ ۡشِشِمِ  ٔ
ُۡ ِٱ  َ ِهِج  ْۡ  ٌ  ٛٞ ج   ٝ ْاِ ُُّٞ  ٞ ِر  جَِشِإٔ 
ُۡ ِٱ ِثِٱّلَل٤َُِِۡظ   ٖ  ٓ ا ِء  ٖۡ
ٱَُ٘ج٢ِِِّ  ٝ ِتِ ز َٰ ٌِ ُۡ ٱ  ٝ ِخِ  ٌ ئِ
ٰٓ َٰ ِ  ٔ
ُۡ ٱ  ٝ ِٱۡألِٰٓخِشِ ِّ ۡٞ  ٤ ُۡ ٱ  ِٝ و ۡشث ٠َٰ ُۡ ١ِِٝٱ جِِّٚۦِر  ِد  َٰ٠ ِ ِػ   ٍ ب  ٔ
ُۡ ار ٠ِٱ ء   ٝ ِ  ٕ ّۧ
ار ِ ء   ٝ ِ ح  َٰٞ ِٱَُصِ   ّ أ ه ب  ٝ ه بِةِ ك٢ِِٱُشِّ  ٝ ِ  ٖ ٱَُغبٰٓئ٤ِِِ  ٝ ِ َِ ِٱَُغج٤ِ  ٖ ٱۡث  ٝ ِ  ٖ ٤ ٌِ غ َٰ  ٔ
ُۡ ٱ  ٝ ِ َٰ٠  ٔ
٤ ز َٰ ُۡ ٱ  ِٝ٠
ِ  ٖ ِد٤  ٝ ِ ٱَُضَشآِٰء  ٝ ِ بِٰٓء ج ۡأع  ُۡ ِك٢ِِٱ  ٖ جِِش٣
ٱَُصَٰ  ٝ ِ
ۖ
ٜ ذ ْٝا ِػ َٰ ا ِإِر  ْۡ ِٛ ِذ ٜۡ ِثِؼ   ٕ ٞكٞ   ٔ ُۡ ٱ  ٝ ِ ح  َٰٞ  ً ٱَُض
ِِ  ٕ زَوٞ   ٔ ُۡ ِٱ  ْ  ِٛ ئِي 
ٰٓ َٰ ُ ْٝ أ   ٝ ِ
ۖ
ْا هٞ  ذ  ِص   ٖ ِٱَُِز٣ ئِي 
ٰٓ َٰ ُ ْٝ ِأ  ج ۡأِطۗٓ ُۡ ِٱ
Terjemahnya: 
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-
orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati 
janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 
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penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar 
(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
36
 
8. Prinsip Ketaatan Rakyat, yang tercantum dalam QS. al-Nisa‟/4:59, 
yaitu: 
ِك ئِِٕ ۖ ْۡ  ٌ ٘ ِٓ ِ ِش ۡٓ ِٱۡأل  ٢ُِ ْٝ أ   ٝ ِ  ٍ ٞ ِٱَُشع  ْٞا أ ِط٤ؼ   ٝ ِ ِٱّلَل  ٞاْ ِأ ِط٤ؼ  ْا ٰٞٓ  ٘  ٓ ا ِء   ٖ ِٱَُِز٣ أ ٣ُّٜ ب
ٰٓ َٰ ٣
ِ ِٱۡألِٰٓخِشِۚ ِّ ۡٞ  ٤ ُۡ ٱ  ٝ ِ ِثِٱّلَلِ  ٕ  ٞ٘ ِٓ ِر ۡؤ ْۡ ٘ز   ً ِإِِٕ ٍِ ٱَُشع ٞ  ٝ ِ ٝٙ ِإُِ ٠ِٱّلَلِ دُّ ٢ٖۡءِك ش  ِك٢ِِش  ْۡ ۡػز  ض 
ر ٘ َٰ
أ ۡدغِ   ٝ ٤ۡٞشِ ِخ  ُِي 
ِِر َٰ ٣َِٝلًّ ِر ۡأ  ِٖ
Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan 
kepada Allah (al-Qur‟an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) 
dan lebih baik akibatnya.
37
 
Islam adalah agama sekaligus ideologi. Pemerintahan dan negara adalah 
bagian yang tidak dapat dipisahkan eksistensinya. Negara adalah metode 
operasional satu-satunya yang secara syar’i dijadikan oleh Islam untuk 
menerapkan dan memberlakukan hukum–hukumnya dalam kehidupan secara 
menyeluruh. Islam tidak akan tampak hidup jika tidak ada sebuah negara yang 
menerapkannya dalam segala aspek. 
Sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang menjelaskan bentuk, sifat, 
dasar, pilar, struktur, asas yang menjadi landasan, pemikiran, konsep, serta 
standar-standar yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, serta 
undang-undang dasar dan perundang-undangan yang diberlakukan. 
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Inilah sistem yang khas dan unik bagi sebuah negara yang berbeda dengan semua 
sistem pemerintahan mana pun yang ada di dunia dengan perbedaan yang 
mendasar, baik dari segi asas yang dipergunakan sebagai landasan sistem tersebut 
ataupun dari segi pemikiran, konsep, serta standar yang dipergunakan untuk 
melayani kepentingan umat, atau dari segi bentuk yang terlukis dari sana, maupun 
undang-undang dasar serta perundang-undangan yang diberlakukannya (Zallum, 
2002:3-7). 
Hasan Al Banna meyakini bahwa Islam merupakan dakwah, harakah, dan 
sistem hidup yang integral. Islam adalah satu-satunya sistem terakhir bagi 
kehidupan dunia ini dan sekaligus sebagaivonisfinalbagisetiapperadilan sejarah. 
Maka pola perjuangan Rasulullah Muhammad merupakan jalan yang harus dituju. 
Prinsip awal yang diyakini dan digelorakan dalam jiwa berupa kalimat ‘Allahu 
Ghayatuna’ (Allah tujuan kami). Intisari dari dakwah adalah berorientasi 
Rabbaniyah (Assisi, 2006:76). Al-Quran Al Karim kitab penyempurna dan 
terakhir dari Allah sebagai aturan dan undang-undang dasar. Itulah penyelamat 
dalam ujian, musibah, dan bencana yang datang bertubi-tubi. Solusi dari berbagai 
belenggu kehinaan, kesesatan, dan fitnah serta aturan yang paling layak dan 
terbaik untuk sepanjang masa. 
Sayid Qutb (1983:117) menjelaskan ciri utama sistem masyarakat Islam itu 
adalah suatu sistem ketuhanan. Masyarakat Islam lahir dari sistem yang 
direncanakan oleh Allah sendiri, berlandaskan aqidah islamiyah dan syariat Islam 
yang berpangkal dari aqidah itu. Dari kedua landasan inilah terbitnya masyarakat 





Rabbani‟, yakni karena dia terbit sebagai buah dari aqidah dan syariat yang 
bersifat ketuhanan.
38
 Konfigurasi politik dalam Islam tidak akan pernah jauh-jauh 
dari penanaman nilai-nilai Islami dalam setiap gerak atau langkah politik, 
terkhusus dalam membuat sebuah kebijakan atau aturan yang akan diterapkan di 
lingkungan masyarakat. 
B. Produk Hukum Dalam Pandangan Hukum Tata Negara Islam 
Hukum Tata Negara Islam dalam memandang produk hukum yang dibuat oleh 
orang yang memiliki wewenang harus dapat mengutamakan asas kemaslahatan 
atau manfaat di dalam masyarakat dari produk hukum yang telah dibuat. Untuk 
mengoptimalkan manfaat produk hukum, masyarakat harus bisa bersinergi atau 
diajak bekerjasama dalam menerapkan segala keputusan, kebijakan atau peraturan 
yang berlaku. 
Ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah memerintahkan agar 
manusia mentaati keputusan, peraturan, dan hukum buatan manusia selama tidak 
bertentangan dengan ketentuan umum yang telah digariskan Allah. Berikut adalah 
sejumlah orang yang keputusan dan peraturannya diakui Allah. Allah 
memerintahkan manusia lain agar mentaatinya. Allah tidak mengkafirkan mereka, 
baik orang yang membuat peraturan maupun orang yang mengikuti peraturan 
tersebut. 
Pertama, Rasulullah saw. Beliau adalah manusia yang ucapannya dapat 
menjadi aturan atau hukum. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nisa/4:105, yaitu : 
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ز َٰ ٌِ ُۡ ِٱ ٘ بِٰٓإُِ ٤ۡي  ُۡ ض  ِإَِٗبِٰٓأٗ   ٖ بٰٓئ٤ِِ٘ خ  ِۡ ُِِّٖ ٌ ِر  َل   ٝ ِ ِٱّلَل ِۚ ي  ىَٰ ِأ س  بٰٓ  ٔ ِٱَُ٘بِطِثِ  ٖ ِث ٤ۡ  ْ  ٌ ُِِز ۡذ نِّ ذ 
ُۡ ٱ
بِِ ٗٔ ِص٤ ِخ 
Terjemahnya:  
Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (al-Qur‟an) kepadamu 
(Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara 
manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu dan janganlah 




Dalam QS. al-Nisa: 105, Allah memerintahkan Rasulullah saw. menjadi 
hakim yang memutuskan perkara di antara sesama manusia yang sedang 
bersengketa. Rasulullah saw. adalah manusia yang diizinkan membuat keputusan 
hukum, dan manusia lainnya diperintahkan mentaatinya. Artinya, ada manusia 
yang mendapat izin membuat keputusan (hukum). Allah mengakui keputusan 
Rasulullah saw. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberi wewenang 
memutuskan keputusan serta menentukan ketentuan untuk menyelesaikan 
persoalan di antara sesama. 
Ibnu Katsir menyatakan, ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. 
diperbolehkan berijtihad memutuskan suatu hukum dalam persoalan yang tidak 
dijelaskan hukumnya oleh Allah. Dalam kaitan ini, Ummu Salamah meriwayatkan 
bahwa Rasulullah mendengar keributan di depan rumahnya. Mereka ingin 
meminta keputusan beliau. Beliau keluar, lalu berkata, “Aku hanya manusia biasa. 
Aku akan memutukan berdasarkan apa yang aku dengar. Mungkin sebagian kalian 
lebih bisa menjelaskan argumennya dibanding yang lain. Lalu aku memutuskan 
memenangkan tuntutannya. Barang siapa aku berikan hak orang Islam kepadanya, 
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itu adalah potongan api neraka. Dia boleh mengambilnya atau meninggalkannya.” 
(HR. Al-Bukhari dan Muslim). 
Usamah bin Zaid meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Aku 
memutuskan perkara di antara kalian dengan pendapatku dalam masalah yang 
belum diturunkan wahyu kepadaku.” (HR. Ahmad dan Abu Daud). (Tafsir Ibnu 
Katsir, jilid 2, hlm. 404). Sangat terang benderang bahwa ketika tidak ada 
keterangan dari wahyu, manusia boleh mengambil keputusan sendiri untuk 
menyelesaikan persengketaan di antara sesama. 
Kedua, Dua Orang Adil. Allah swt. berfirman: 
آٰءِٞ ض  ِك ج  ٗذا ِّٔ ز ؼ  ُّٓ ِ ْ  ٌ ٘ ِٓ ِ ِٖه ز ِٚ  ۥ  ٓ  ٝ ِ ِّۚٞ ش  ِد  ْۡ ز  أٗ   ٝ ِ ِٱَُص٤ۡذ  ْا  ٞ ِر ۡوزِ  َِل  ْا  ٞ٘  ٓ ا ِء   ٖ ِٱَُِز٣ أ ٣ُّٜ ب
ٰٓ َٰ ٣ِ
ِ  ّ ب ِط ؼ  ٞح ش 
لََٰ  ً ِ ۡٝ ِأ  ۡؼج ِخ  ٌ ُۡ ِٱ ِِؾ  ِث َٰ ب ِٛ ۡذ٣ َۢ ْۡ  ٌ ٘ ِّٓ ِ ٍٖ ۡذ اِػ   ٝ ِر  ِثِِٚۦ  ْ  ٌ ٣ِ ۡذ ِْ ِٱَُ٘ؼ   ٖ ِٓ ِ  َ ِه ز  ب  ٓ ِ  َ ۡث ِّٓ
ٌِِ غ َٰ  ِٓ بد  ِػ  ٖۡ  ٓ  ٝ ِ ِ ق ِۚ ِع  ب َٔ ِػ  ِٱّلَل  ل ب ِػ  ِٙۗۦٓ ِش ۡٓ ِأ   ٍ ث ب  ٝ ِ ٤ُِِّ ز ٝم  ب ٗٓ ِِص٤ ب ُِي 
ِر َٰ  ٍ ۡذ ِػ  ۡٝ ِأ   ٖ ٤
ِِ ٍّ ِٝٱٗزِو ب ِض٣ٞضِر  ػ  ٱّلَلِ   ٝ ِ
ِۚ ٚ ۡ٘ ِٓ ِٱّلَلِ   ْ ِك ٤ ٘ز وِ
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang 
buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu 
membunuhnya dengan sengaja, dendanya ialah mengganti dengan 
binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut 
putusan dua orang yang adil di antara kamu. (QS. al-Maidah: 95).
40
 
Allah. memerintahkan agar orang yang membunuh hewan di tanah haram 
(Mekah dan Madinah) saat sedang ihram mengganti dengan hewan ternak 
seukuran sesuai dengan penilaian dua orang yang adil. Dalam ayat ini, Allah 
mengakui keputusan yang dibuat manusia. 
Ketiga, Juru Damai, Allah swt. berfirman: 
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آِٰ ٣ِ ِش٣ذ  ِإِٕ ِِٜ بٰٓ ۡٛ ِأ  ٖۡ ِّٓ ِ ب ٗٔ  ٌ د   ٝ ِ ِِِٚۦ ۡٛ ِأ  ٖۡ ِّٓ ِ ب ٗٔ  ٌ ِد  ْا ثٞ  ِك ٱۡثؼ  ب  ٔ ِٜ ِث ٤ِۡ٘ ِِشو بم  ْۡ ِِخۡلز  ٕۡ إِ  ٝ
ج٤ِٗشاِِ بِخ  ًّٔ ٤ِِ ِػ   ٕ ب  ً ِٱّلَلِ  َٕ ِإِ
بٰٓۗٓ  ٔ ث ٤ٜۡ٘   كِِّنِٱّلَلِ   ٞ ٗذب٣ِ 
ِإِۡصِ َٰ
Terjemahnya: 
Dan jika kamu khawatir persengketaan antara keduanya, kirimlah seorang 
hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Qs. Al-Nisa: 35).
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Allah memerintahkan agar ditunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan 
persengketaan yang terjadi di antara suami dan istri. Pihak ketiga juru damai 
tersebut membuat keputusan dan hukum yang harus ditaati kedua pasangan. 
Ketiga ayat di atas menunjukkan bahwa manusia boleh membuat aturan selain 
peraturan yang diturunkan Allah kepada rasul-Nya selama tidak bertentangan 
dengan ketentuan umum Allah. Allah tidak mengkafirkan manusia yang 
mengikuti peraturan buatan manusia sebagaimana pemahaman sebagian orang. 




Produk hukum yang telah dibuat harus memiliki tujuan yang jelas, dalam 
Hukum Tata Negara Islam dikenal dengan istilah maqasid syariah. Ulama ahli 
ushul fiqh dan fiqh, sekaligus sebagai ulama kontemporer Wahbah az-Zuhaily, 
menyatakan kriteria atau syarat ditentukannya maqashid syariah, agar dapat 
dijadikan sebagai pertimbangan hukum adalah: 
1. Bersifat Tetap (tsabit) 
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Bersifat pasti tetap dalam hal hakikat maknanya atau prasangka yang dekat 
dengan kepastian arti. 
2. Bersifat Jelas (dzahir) 
Agar dapat dikatan sebagai maqasid syariah yakni harus bersifat nyata 
dengan tanpa adanya pertentangan di kalangan fuqaha‟ mengenai pengkhususan 
makna. Contoh: maksud disyariatkannya nikah adalah untuk menjaga nasab. 
3. Bersifat Kuat (mundhabith) 
Bersifat kuat atau disebut dengan istilah mundhabith. yakni maknanya 
memiliki kekuatan atau membatasi selain yang diragukan padanya, sekiranya 
tidak memperbolehkannya atau tidak mengurangi daripadanya. Contoh: 
diharamkannya minuman keras dimaksudkan untuk menjaga akal, karena 
minuman keras menghilangkan kemampuan akal untuk berpikir. 
4. Umum (mutharrid) 
Memiliki sifat umum atau mutharrid merupakan kriteria maqasid syariah. 
sekiranya makna bisa berubah berdasarkan perubahan waktu dan ruang.
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C. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum di Indonesia di Tinjau dari Segi 
Hukum Tata Negara Islam 
Peristiwa perubahan politik tahun 1998, yang dikenal dengan reformasi, yang 
dibuktikan dengan tumbannya Presiden Soeharto dari kursi emas kekuasaannya 
yang telah dipegangnya selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Tumbangnya 
rezim otoritarian Orde Baru ditandai dengan perubahan konstitusi negara, yakni 
UUD 1945 di amandemenkan hingga sampai empat kali tingkatan. Hasil dari 
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perubahan konstitusi negara tersebut adalah perubahan yang begitu penting bagi 
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Struktur lembaga negara yang tidak 
lagi dibutuhkan oleh negara ditiadakan atau dihapus, lalu seiring dengan  
perkembangan politik dan kebutuhan masyarakat dibentuk lembaga negara yang 
baru. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ditiadakan atau dibubarkan, kemudian 
dibentuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
sebagai lembaga tinggi negara. Lembaga perwakilan rakyat mengalami perubahan 
untuk dilakukan perbaikan dengan menghilangkan unsur-unsur keterwakilan yang 
pada masa kepemimpinan yang lalu digunakan sebagai alat kekuasaan eksekutif. 
Unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Utusan Golongan dan 
Utusan Daerah yang selama Orde Baru dipakai untuk menciptakan legitimasi 
formal dibubarkan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Semua anggota DPR 
dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Untuk memenuhi dan mewadahi 
aspirasi dan kepentingan daerah, maka dibentuklah DPD, yang susunannya dipilih 
langsung oleh rakyat dari daerah yang diwakilinya (Provinsi). 
Reformasi juga mencapai hingga pada pengaturan tentang sistem kepartaian 
di Indonesia. Masyarakat diberikan kebebasan yang sangat luas untuk membentuk 
partai politik, dan bagaikan jamur di musim hujan sejak itu lebih dari seratus 
partai politik yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Sekalipun 
demikian untuk mengikuti pemilu partai politik harus memenuhi persyaratan 
tertentu yang tidak mudah. Tetapi harus diingat bahwa partisipan pemilu pasca 
reformasi selalu diikuti oleh lebih dari 20 partai politik. Bahkan pada pemilu 





Pemilu menjadi sarana yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi 
untuk menyalurkan aspirasi dan agregasi sekaligus rekruitmen politik rakyat. 
Pemilu sakaligus menjadi ajang untuk melakukan seleksi kebijakan nasional bagi 
penyusunan program negara republik Indonesia. Oleh karena itu pemilu harus 
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang independen 
namun dengan kedudukan yang kuat. Materi penting yang lain dalam perubahan 
UUD 1945 adalah bahwa Presiden Republik Indonesia dipilih langsung oleh 
rakyat, dengan masa jabatan yang dibatasi untuk dua kali lima tahun. Selebihnya 
tidak dapat dipilih lagi. Dengan pemilihan presiden secara langsung, maka 
aspirasi rakyat akan menjadi lebih terjamin. Rakyat sendirilah yang memilih 
presidennya, sehingga setiap suara rakyat menjadi semakin berarti. Pers sebagai 
pilar keempat demokrasi berperan semakin maksimal ketika ruang ekspresi dan 
informasi dibuka lebar. Media massa tidak takut lagi dengan ancaman breidel oleh 
pemerintah. Bahkan independensi media dilindungi dengan UU Pers dan negara 
telah memasukkan pers sebagai rejim HAM, sehingga urgensi pemeruhannya 
menjadi semakin pokok. Pada periode ini kekuatan pers untuk menjadi pilar 
keempat demokrasi benar-benar mendapatkan ruang yang sangat besar. 
Gerakan reformasi yang menyebabkan jatuhnya Presiden Suharto dan rezim 
Orde Barunya, juga memberikan semangat kebangkitan kepada pers di Indonesia. 
Seperti ungkapan salah satu wartawan di Malang, reformasi dan kebebasan pers 
digambarkan seperti “sebuah pesta”. Era reformasi ditandai dengan terbukanya 
kran kebebasan informasi. Di dunia pers, kebebasan itu ditunjukkan dengan 





perolehan SIUPP melibatkan 16 tahap, tetapi dengan instalasi Kabinet BJ 
Habibie, dikurangi menjadi tiga tahap. Di samping itu pada bulan September 
1999, pemerintahan BJ Habibie mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menggantikan UU RI No. 11 1966, UU RI 
No. 4 1967 dan UU No. 21 1982, yang diakui “sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan zaman”. Tahun ketiga yang sejak jatuhnya Suharto dan pergantian 
rezimnya, muncul kencendurangan baru dalam pers di Indonesia, yaitu lokalisasi. 
Proses itu melibatkan banyak terbitan yang muncul di daerah-daerah untuk 
melayani informasi warga di daerah itu. 
Konfigurasi politik pasca reformasi menunjukkan pola keterbukaan yang 
membuka peluang bagi berperannya seluruh potensi rakyat secara maksimal untuk 
turut aktif menentukan kebijakan negara. Di dalam konfigurasi politik yang 
demikian maka pemerintah lebih berperan sebagai pelayan yang harus 
melaksanakan kehendak-kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara 




Perubahan konfigurasi politik di Indonesia juga sangat mempengaruhi 
proses dan hasil penciptaan produk hukum. Tentu perubahan konfigurasi politik 
ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kebijakan yang memberikan dampak 
positif bagi masyarakat. Dilihat dari keadaan sekarang ini, maka Indonesia 
menganut konfigurasi politik demokratis dengan menghasilkan produk hukum 
yang responsif.  
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Dalam pandangan Hukum Tata Negara Islam berkenaan dengan konfigurasi 
politik dan produk hukum di Indonesia memiliki kaitan yang sangat erat karena 
jika sebuah negara menganut konfigurasi politik demokratis maka barang tentu 
produk hukum yang dihasilkan adalah produk hukum responsif, Sebab konfigurasi 
politik demokratis didesain sedemikian rupa dengan tujuan untuk memberikan 
peranan aktif oleh masyarakat terhadap tatanan atau kebijakan yang dibuat oleh 
Pemerintah. Peranan aktif yang diberikan oleh masyarakat di Indonesia diwakili 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau disingkat DPR RI. 
Namun ketika terdapat sebuah ketidakadilan dari aturan atau kebijakan yang telah 
dibuat, masyarakat mempunyai hak dalam menyuarakan pendapat ataupun saran 
atas ketidakadilan yang dirasakan, inilah yang disebut dengan produk hukum 
responsif. Dalam QS. Asy-Syura/42:38, Allah. swt berfirman : 
بث ِ ِٱۡعز ج   ٖ ٱَُِز٣  ِٝ ْۡ  ٜ ۡه٘ َٰ ص  ِس  ب َٔ ِٓ  ٝ ِ ْۡ ِث ٤ٜۡ٘   َٰٟ ِش ٞس  ْۡ  ٛ ش  ۡٓ أ   ٝ ِ ح  َٰٞ ِٱَُصِ  ْٞا  ٓ أ ه ب  ٝ ِ ْۡ ِٜ ثِّ ُِِش  ْٞا
ِِ  ٕ لِوٞ   ٘٣ 
Terjemahnya : 
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki 
yang Kami berikan kepada mereka.
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Dari ayat di atas kita dapat lihat bahwa ayat tersebut sangat sesuai dengan 
konfigurasi politik demokratis dan produk hukum yang responsif yang digunakan 
oleh Indonesia. Dalam konfigurasi politik demokratis proses pembuatan hukum 
yang dilakukan dengan jalan musyawarah dimana rakyat diwakili oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga Pemerintah atau penguasa tidak bisa serta 
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merta membuat aturan sesuka keinginanannya melainkan untuk kepentingan atau 
keinginan bersama. 
Kemudian salah satu ulama Islam yaitu Yusuf al-Qardhawi memberikan 
sebuah pendapat bahwa substasi demokrasi sejalan dengan Islam.
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 Hal ini bisa 
dilihat dari beberapa hal, misalnya sebagaimana berikut:  
1. Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk 
mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus 
keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh akan memilih sesuatu 
yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak 
seseorang menjadi imam salat yang tidak disukai oleh ma'mum di 
belakangnya. 
2. Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan 
dengan Islam. Bahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar serta memberikan 
nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. 
3. Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, 
barangsiapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat 
yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh 
kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi 
perintah Allah Swt. untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan. 
4. Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak 
bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang 
tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah 
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dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi 
khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara, lainnya yang tidak 
terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar tiga lawan tiga, 
mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka, 
yaitu Abdullah ibnu Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat 
jumhur ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja, suara mayoritas 
yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash syariat 
secara tegas.  
5. Kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta otoritas 
















Berdasarkan seluruh uraian dari BAB di atas maka berikut ini penulis akan 
memberikan kesimpulan dalam penelitian yang berjudul Konfigurasi Politik dan 
Produk Hukum di Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum Tata Negara Islam, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Saat ini konfigurasi politik dan produk hukum yang digunakan atau 
dipakai oleh Indonesia adalah konfigurasi politik demokratis atau 
demokrasi dan produk hukum responsif. Konfigurasi politik demokratis 
dan produk hukum responsif yang saat ini digunakan oleh Indonesia 
memberikan hak kebebasan berekspresi atau keleluasaan kepada 
masyarakat, sebab masyarakat dituntut untuk memberikan partisipasi 
secara aktif dalam menentukan kebijakan-kebijakan di Pemerintahan. 
2. Hukum Tata Negara Islam menilai dari hasil peninjauan bahwa 
konfigurasi politik dan produk hukum di Indonesia mempunyai visi yang 
sama yakni menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat umum dan ini 
sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Hukum Tata Negara Islam. 
Salah satu bentuk kesesuaiannya yakni diadakannya jalan musyawarah 
atau rapat antara Pemerintah selaku Pemimpin Negara dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat selaku wakil atau pembawa segenap suara masyarakat 
dalam membuat atau memutuskan suatu kebijakan. Adapun dasar 





QS. Asy-Syura/42:38 dan QS. al-Baqarah/2:177. Kemudian diperkuat oleh 
pendapat Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan bahwa substansi dari 
demokrasi sejalan dengan Islam. 
B. Implikasi Penelitian 
Dengan berakhirnya penelitian ini, maka peneliti mempunyai beberapa 
implikasi yang ingin disampaikan, yaitu: 
1. Diharapkan dengan sepenuhnya kepada pemegang tampuk kekuasaan 
yang dalam hal ini Presiden selaku orang no. 1 (satu) di Indonesia untuk 
memberikan ketegasan dan menegakkan segala produk hukum atau aturan 
perundang-undangan dengan tidak membeda-bedakan antara satu 
golongan dengan golongan yang lain. 
2. Diharapkan dengan sepenuhnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku 
perwakilan dari suara rakyat untuk mendengarkan seluruh masukan, 
kritikan atau keluh kesah dari rakyat Indonesia. 
3. Diharapkan dengan sepenuhnya kepada rakyat untuk tidak hanya 
memberikan sebuah kritikan, melainkan dibutuhkan juga sebuah saran. 
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Pesantren Darul Aman) dan ke SMA Buq‟atun Mubarakah (Pondok Pesantren 
Darul Aman). Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan Hukum 
Tata Negara pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum, angkatan 2017. Aktivitas peneliti 
selama menjadi mahasiswa yakni bergabung dengan organisasi ekstra kampus 
yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan peneliti juga mengajar di 
TPQ (Taman Pendidikan al-Qur‟an) Awaliah. 
 Peneliti teringat sebuah syair yang menjadi salah satu penyemangat, yaitu 
“Hidup ini adalah ujian yang datang secara bergelombang, dan kita tidak di desain 
sebagai orang yang mudah tumbang, sebab ada semangat yang selalu siap untuk 
menopang”. Selanjutnya peneliti berharap bahwa dengan adanya skripsi ini bisa 
menambah khazanah keilmuan kita tentang bagaimana Hukum Tata Negara Islam 
melihat konfigurasi politik dan produk hukum di Indonesia. 
